
Bab I 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA 

 

A. Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis, & Terminologis Hakikat Pancasila 

Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis, & Terminologis Hakikat Pancasila 

Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memliki pengertian pengertian 

yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, 

sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses 

terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus didesktipsikan secara objektif. 

 Selain itu, pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara 

kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut 

rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup 

pengertian sebagai berikut : Pengertian Pancasila secara etimologis istilah “Pancasila” berasal 

dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah 

bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan 

“Pancasila” memilki dua macam arti secara leksikal yaitu :“panca” artinya “lima”“syila” vokal 

I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan 

tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”Kata-kata tersebut kemudian dalam 

bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan 

moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah 

adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki makna leksikal “berbatu 

sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” 

dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.  

Pengertian Pancasila secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam 

sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya 

akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan 

dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga 

orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.Pada tanggal 1 Juni 1945 

di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon 

rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang 

artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu 

seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. 



Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, 

kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 

1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip 

atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah 

perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun 

dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang 

dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal 

ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan 

dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian 

Pancasila secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah 

melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara 

sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 

Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal 

dengan UUD 1945.  

Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal 

UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 

Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 

empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia  

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara 

konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI 

yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. 

Pengertian Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan 

negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana 

lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah 



berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. 

Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 

1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan 

Tambahan terdiri atas 2 ayat.  

B. Landasan, Visi dan Misi Pendidikan Pancasila 

Pancasila adalah dasar filsafah negara indonesia, sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, 

mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Pancasila 

merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Nilai 

nilai luhur yang menjadi panutan hidup tersebut telah hilang otoritasnya, sehingga manusia 

menjadi bingung. Kebingungan tersebut dapat menimbulkan krisis baik itu krisis moneter 

yang berdampak pada bidang politik, sekaligus krisis moral pada sikap perilaku manusia.  

v Landasan Pendidikan Pancasila 

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dalam perjalanan sejarah 

kemerdekaan bangsa Indonesia, pancasila telah mengalami persepsi dan interprestasi sesuai 

dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk 

memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa, dengan menempatkan Pancasila 

sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Masyarakat tidak dibolehkan menggunakan asas lain, sekalipun tidak bertentangan dengan 

pancasila. Nampak pemerintahan orde baru berupaya menseragamkan paham dan ideologi 

bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik.  

Oleh karena itu, MPR melalui sidang istimewa tahhun 1998 dengan Tap. No. 

XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), 

menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam 

pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia yang 

harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 

v Landasan historis 

Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari 

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa 

Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. 

Masa yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia yang memiliki wilayah 



seperti Indonesia merdeka saat ini, adalah masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa 

itu, nilai-nilai ketuhanan seperti kepercayaan pada tuhan telah berkembang dan sikap 

toleransi juga telah lahir, begitu pula nilai kemanusian yang adil dan beradab, serta nilai-nilai 

yang lainnya. 

Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah 

melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara 

Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan 

ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan dan pergantian undang-undang dasar, 

seperti UUD 1945 digantikan kedudukan oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD 

sementara dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

itu, tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukan, bahwa Pancasila telah 

disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh karena itu, secara 

historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai 

Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang 

berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila 

didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya.  

Pada masa orde lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama dan komunis 

(Nasakom) yang disebut dengan Tri Sila, kemudian diperas lagi menjadi Eka Sila (gotong 

royong). Pada masa orde baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman 

kepada butir- butir (P4). Namun penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat 

dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh karena itu, 

timbulah tuntutan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui Tap. 

MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar negara, yang 

mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. 

v Landasan kultural 

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup, adalah 

bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri sehingga bangsa itu mudah terombang-

ambing dari pengaruh yang berkembang dari luar negerinya. Kepribadian yang lahir pada 

dirinya sendiri akan lebih mudah menyaring masuknya nilai-nilai yang datang dari luar, 

sehingga dapat memperkukuh nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri bangsa itu sendiri. 



Sebaliknya, apabila bangsa itu menerima kepribadian dari bangsa luar, tentu akan mudah 

terpengaruh dari nilai-niali yang belum teruji kebenarannya sehingga dapat menghilangkan 

jati diri dari bangsa itu sendiri. 

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan 

nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang 

dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis 

yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh 

bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Prof. Mr Dr. Soepomo, dan 

tokoh-tokoh lainnya. 

Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya 

bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila 

mengandung nilai-nilai yang terbuka terhadap masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik 

yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian, 

generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

v Landasan yuridis 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakan 

sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan, bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, 

(b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Didalam operasionalnya, ketiga 

mata kuliah wajib dari kurikulum tersebut, dijadikan bagian dari kurikulum berlaku secara 

nasional. 

Sebelum dikeluarkan PP No. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan 

tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus 

pendidikan pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999, telah banyak mengalami 

perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, 

bangsa, dan negara yang berlangsung cepat, serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntunan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat disertai dengan pola kehidupan 

mengglobal. Perubahan dari silabus pancasila adalah dengan keluarnya keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Tinggi, Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum 

inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan pancasila pada perguruan tinggi 



Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan, bahwa mata kuliah pendidikan pancasila yang 

mencakup unsur filsafat pancasila, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pada susunan 

kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia mata kuliah pendidikan pancasila adalah mata 

kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program 

diploma/politeknik dan program sarjana. Pendidikan pancasila dirancang dengan maksud 

untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pancasila sebagai filsafat/tata nilai 

bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya. 

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas No. 22/UU/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan penilaian hasil belajar mahasiswa, telah 

ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan kepribadian yang wajib 

diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Oleh karena itu, 

untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas 

mengeluarkan Surat Keputusan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi. 

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan, maka, Direktur Jendral Pendidikan 

Tinggi mengeluarkan surat keputusan No. 43/ Dikti/Kep./2006 tentang kampus-kampus 

pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, SK ini 

adalah penyempurnaan dari SK yang lalu. 

v Landasan filosofis 

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila 

merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. 

Sebelum berdirinya negara Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, 

bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha 

mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena 

itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala 

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan 

para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam 

kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa yang 

memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila 

sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. 



C. Tujuan, Visi, Misi dan Kompetansi Pendidikan Pancasila 

v Tujuan Pendidikan Pancasila 

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan, bahwa pendidikan 

nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaa 

bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat 

bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu membangun 

dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan 

nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, 

perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan 

beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan 

kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Dengan demikian, 

perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan 

rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang 

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan Pendidikan Pancasila di 

Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Secara spesifik tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah: 

1. Memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi 

bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila 

kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing 

untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (living Pancasila).  



3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap 

berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui 

sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. 

4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta 

penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat 

berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan 

eksternal bangsa Indonesia. 

v Tujuan Nasional 

Tujuan sebagaimana ditegaskan pembukaan tersebut diwujudkan melalui 

pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan pancasila dan undang-undang 

dasar 1945. 

Tujuan pendidikan nasional,  berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tujuan nasional. Misi dan visi pendidikan pengembang  pendapat, atau kepentingan diatasi 

melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaan berane kepribadian 

Pendidikan pancasila sebagai salah satu dari mata kuliah pengembangan kepribadian, 

memiliki misi dan visi yang sama dengan mata dengan lainnya, yaitu sebagai berikut. 

Misi pendidikan pancasila 

Misi pendidikan pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan 

program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. 

Visi pendidikan pancasila 

Bertujuan agar mahasiswa mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaa 

serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menenrapkan ilmu pengetahuan, 

teknologi. 

Kompetensi pendidikan Pancasila 

Kompetensi merupakan standar atau tolak ukur terhadap kemampuan atau 

kecakapan seseorang. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama untuk memunculkan civic knowledge yaitu 

mengetahui Pancasila yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik 

secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional 



maksudnya bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara guna mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Oleh karena itu tidaklah setiap orang boleh memberikan pengertian 

dan tafsiran menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Secara objektif ilmiah maksudnya adalah 

bahwa karena Pancasila itu merupakan salah satu paham filsafat (philosopical way ofthinking) 

maka uraiannya harus logis jelas dan tepat serta dapat diterima oleh akal sehat. Kedua civic 

disposition yaitu setiap orang Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Ketiga civic skills yaitu kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membuat 

kebijakan publik seperti membuat undang-undang atau peraturan-peraturan oleh pejabat 

yang berwenang. 

Kesimpulan yang bisa diambil kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

a) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang 

bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 

b) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan 

kesejahteraan, serta cara pemecahannya. 

c) Melalui pendidikan pancasila , warga Negara Indonesia diharapkan mampu 

memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat bangsanya sevara berkesinabungan dan konsisten dengan cita-cita dan 

tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, sehingga dapat 

menghayati filsafat dan ideology pancasila, serta menjiwai tingkah lakunya selaku 

warga negar republik Indonesia dala melaksanakan profesinya. 

D. NILAI-NILAI PANCASILA  

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun (guiding principles) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplemtasikan oleh seluruh warga negara 

Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun 

karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (good citizenship). 

Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa 

dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 buti nilai-nilai 

Pancasila sebagai penuntun (guiding principles) kehidupan tersebut, yaitu :  

A. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 

7 butir, yaitu : 

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan. 



2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama 

dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab.  

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara 

pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap 

Tuhan. 

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan 

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut 

hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. 

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah 

seusai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.  

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 

kepada orang lain. 

B. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya ada 10 butir, yaitu :  

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai mahluk Tuhan.  

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.  

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.  

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain  

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan  

8. Berani membela kebenaran dan keadilan  

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia  

10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa 

lain  

 

 



C. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir 

yaitu :  

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila 

diperlukan. 

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

4. Mengembangkan rasa kembanggaan berkebangsaan dan bertanah air 

Indonesia. 

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan social. 

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.  

7. Memanjukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa 

 

D. Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir 

yaitu :  

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain 

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah. 

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawa menerima dan melaksanakan hasli 

musyawarah. 

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi dan golongan. 

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur. 



9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi 

kepentingan bersama. 

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk 

melaksanakan musyawarah.  

E. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya ada 10 butir  yaitu : 

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan 

suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesame. 

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

4. Menghormat hak orang lain  

5. Suka memberi pertolongan kepada orang laian agar dapat berdiri sendiri  

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan 

terhadap orang lai 

7.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan 

gaya hidup mewah 

8. Tidak menggunkan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan 

kepentingan umum. 

9. Suka bekerja keras 

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan 

kesejahteraan bersama . 

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata 

dan berkeadilan sosial 

 

 


